
SALINAN 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
NOMOR 16 TAHUN 2011 

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUKOMUKO, 
 

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan 
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan 
kemandirian daerah; 
 

  b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 38 Tahun 2009 
tentang Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor 
perlu dicabut dan disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 



  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang 
Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I 
dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
 

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 
tentang Tata Cara Pemeriksaan, Perawatan Teknis dan 
Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan; 
 

  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

dan  
 

BUPATI MUKOMUKO 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

 
 
 
 
 
 
 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tugas dibidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
5. Retribusi adalah Biaya Pembayaran atas Pelayanan Jasa Perhubungan yang 

disediakan oleh Pemerintah untuk keperluan masyarakat umum. 
6. Jasa Perhubungan adalah Jasa pelayanan penggunanaan fasilitas Perhubungan 

yang diperuntukan untuk masyarakat pengguna jasa yang dimaksud. 
7. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik 

yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta 
tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.  

8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah suatu alat kontrol untuk mengetahui baik 
tidaknya kendaraan bermotor tersebut yang akan dioperasikan di jalan umum. 

9. Pegujian Berkala adalah suatu alat kontrol kendaraan bermotor terawat baik 
jalannya atau tidak laik untuk dioperasikan dijalan umum yang dilaksanakan 
pengujiannya 6 (enam) bulan sekali. 

10. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang 
berbentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Lembaga, dana Pensiun, 
Bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya. 

11. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan 
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi. 

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Retribusi Daerah.  

13. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangakaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya. 

 
 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas 
setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah. 
 



Pasal 3 
 
Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 4 

 
Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 
 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
 

Pasal 5 
 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa 
Umum. 
 
 

BAB IV 
PRINSIP DAN SASARAN PENEMPATAN STRUKTUR 

DAN BESAR TARIF 
 
 

Pasal 6 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi 
didasarkan atas tujuan untuk pengendalian permintaan dan penggunaan jasa 
pelayanan dalam rangka pengawasan kendaraan, kenyamanan penumpang 
dan guna memperlancar arus lalu lintas dengan tetap memperhatikan biaya 
penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 

 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan 
percetakan buku uji, blangko formulir, tanda uji, kartu induk dan pendaftaran 
untuk uji pertama, biaya operasional, pemeliharaan administrasi dalam rangka 
pengawasan dan pengendalian. 

 
 

BAB V 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
 

Pasal 7 
 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur dari tingkat Penggunaan Jasa 
Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas Jenis Kendaraan. 
 
 
 
 



BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 
 

Pasal 8 
 
(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan pada fisik kendaraan bermotor yang 

diuji, daya angkut kendaran, jumlah penumpang orang/barang yang diangkut, 
dan  jenis kendaraan. 

 

(2) Tingkat penggolonggan nilai fisik, jumlah penumpang orang/barang serta 
tingkat kepadatan penggunaan berdasarkan jangka waktu yang dipakai. 

 

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: 
 

NO URAIAN 
TARIF 
(Rp) 

MASA BERLAKU 

1. Mobil Angkutan Orang dan/atau 
Barang Roda 4 (empat) 

 75.000,- 1 tahun 
 

2. Mobil Angkutan Orang dan/atau 
Barang Roda 6 (enam) 

 120.000,- 1 tahun 

3 Tanda Uji/Pening 12.000,- 1 tahun 

4 Bukti Uji/Buku Uji 17.500,- 1 kali terbit 

5 Stiker Uji 12.000,- 1 tahun 

(4) Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut di wilayah daerah Kabupaten 
Mukomuko tempat pengujian kendaraan bermotor diberikan. 

 
 

BAB VII 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

 
 

Pasal 9 
 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
 

(2)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang 
dipersamakan. 

 
 

BAB VIII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
 

Pasal 10 
 

(1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat 
dalam buku penerimaan. 

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 



Pasal 11 
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 
 
 

BAB IX 
TATA CARA PENAGIHAN 

 
 

Pasal 12 
 
(1) Penagihan retribusi didahului surat teguran. 

 

(2) Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran 
dengan mengeluarkan surat Teguran atau surat lain yang sejenis. 

 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan 
atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi tersebut melunasi retribusi yang 
terutang. 

 

(4) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

 
 

BAB X 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 

 
 

Pasal 13 
 

(1)   Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 
 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika: 

 

a. diterbitkan Surat Teguran; dan/atau  
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun 

tidak langsung. 
 

(3)  Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 
 

(4)  Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

 

(5)  Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 



Pasal 14 
 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 
 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati.  

 
 

BAB XI 
PENGELOLAAN DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 
 

Pasal 15 
 

Pengelolaan administrasi, percetakan blangko/formulir, pengadaan tanda uji, Stiker 
Uji, bukti uji, kartu induk, dan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas 
Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko. 
 

Pasal 16 
 

(1) Hasil pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara penerima Dinas 
Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko disetor ke Kas Daerah 
Kabupaten Mukomuko. 

 

(2) Bendahara Penerima wajib membuat laporan bulanan dan bertanggung jawab 
kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi 
Kabupaten Mukomuko. 

 
 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 17 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 
38 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) (Berita 
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 145) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
Pasal 18 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

 
 
 
 
 

 



Pasal 19 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko. 
 

 

 Ditetapkan di Mukomuko  
 Pada Tanggal 20 Januari 2011 
 

        BUPATI MUKOMUKO,  
 
   ttd 
 
 
            ICHWAN YUNUS 

 

Diundangkan di Mukomuko 
Pada Tanggal 20 Januari 2011 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
    KABUPATEN MUKOMUKO, 
 
 
  ttd 
 
          BM HAFRIZAL, SH 
              Pembina Tk. I 
   NIP.19670401 199203 1 012 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 166 
 


